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KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan layanan
pengaduan dan informasi yang responsif, prosedur yang
jelas, ramah, tuntas, dan terkoordinasi di Lingkungan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Tim Pengelola Layanan Pengaduan dan
Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara




s

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 66);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Sistemm Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Refiormasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia;



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TENTANG TIM PENGELOLAAN
LAYANAN PENGADUAN DAN PELAYANAN INFORMASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI.

: Menetapkan Tim Pengelola Layanan Pengaduan dan

Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian

ini.

: Tugas Tim Pengelola Layanan Pengaduan dan Informasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu:
1. Pembina
a. menjamin terselenggaranya pengelolaan
pengaduan dan Pelayanan Informasi; dan

b. memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan

pengelolaan pengaduan dan Pelayanan Informasi.
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. Pengawas melakukan pemantauan dan pengawasan
dalam pengelolaan pengaduan dan pelayanan
informasi.

. Penanggungjawab memastikan pengelolaan
pengaduan dan pelayanan informasi berjalan secara
cepat, tuntas, dan terkoordinasi pada unit kerja
masing-masing.

. Ketua Tim dan Wakil Ketua

a. melakukan koordinasi dengan Pejabat

Penghubung dalam pengelolaan pengaduan dan

Pelayanan Informasi;

b. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan
pengaduan dan Pelayanan Informasi;
Pejabat Penghubung:
a. menindaklanjuti dan memberikan tanggapan
atas pengaduan yang masuk melalui aplikasi
SP4N-Lapor dengan ketentuan sebagai berikut:
1) ketegori pengaduan yang tidak berkadar
pengawasan dan/atau tidak memerhikan
pemeriksaan lapangan maksimal
diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari
kerja; dan

2) kategori  pengaduan  yang = berkadar
pengawasan dan memerlukan pemeriksaan
lapangan, maksimal diselesaikan dalam 60
(enam puluh) hari kerja;

b. melakukan koordinasi serta memberikan data
dan/atau materi yang berkaitan dengan

pelayanan informasi yang masuk melalui situs

web  Pejabat Pengelola Informasi dan




KETIGA
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Dokumentasi (PPID) pada Sistem Permohonan
Informasi Publik, dalam jangka waktu 3 (tiga)
hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi dari PPID Utama sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan koordinasi serta memberikan data
dan/atau materi yang berkaitan dengan
pelayanan informasi yang masuk melalui kanal
live chat (obrolan langsung melalui kanal daring]
pada situs web PPID dalam rangka memberikan
respon jawaban secara;

d. melakukan koordinasi serta memberikan data
dan/atau materi yang berkaitan dengan
pelayanan informasi yang masuk melalui kanal
media sosial Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam
jangka waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya
permohonan informasi dari admin media sosial
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi; dan

e. menyampaikan laporan atas pengelolaan
pengaduan dan pelayanan informasi kepada
Penanggung Jawab dan Ketua Tim setiap

triwulan.

: Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan Tim Pengelola Layanan Pengaduan dan
Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan

Sekretaris Kementerian ini bersumber dari Anggaran




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR  TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN
PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Pembina :

No Nama Jabatan Satuan Kerja

Sekretaris Kementerian | Sekretariat Kementerian

1. | Reni Suzana Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur
Aparatur Negara dan Negara dan Reformasi
Reformasi Birokrasi Birokrasi
Pengawas: _
No Nama Jabatan Satuan Kerja
Sekretariat
Inspektur Kementerian cxre ar1a.1
Pend A Kementerian
1. Dadan Kusnindar endayagunaan Ap ar.atur Pendayagunaan
Negara dan Reformasi
) ) Aparatur Negara dan
Birokrasi . e .
Reformasi Birokrasi




Penanggung Jawab :
No Nama Jabatan Satuan Kerja
Sekretariat
Plt. Kepala Biro Kementerian
1. | Mohammad Averrouce Komunikasi Pendayagunaan
dan Informasi Publik Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat
\ Kementerian
2. Ario Wiriandhi Kepala Biro Umum Pendayagunaan
dan Keuangan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat
Plt. Kepala Biro Sumber | Kementerian
3. | Sri Rejeki Nawangsasih Daya Manusia, Pendayagunaan
Organisasi dan Hukum Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat
Plt. Kepala Biro Kementerian
4. | Ronald Andrea Annas Manajemen dan Kerja Pendayagunaan
Sama Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat
. Kementerian
5. | Perwita Sari Kepala Biro Pata . | Pendayagunaan
dan Teknologi Informasi
‘ Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
. Kedeputian Bid
Sekretaris Deputi Bidang caept 1a}n . ! ang.
Ref : Birokrasi Reformasi Birokrasi,
6. |Nurhasni croTias) o Erash 'AKuntabilitas
Akuntabilitas Aparatur
Aparatur dan
dan Pengawasan
Pengawasan




No Nama Jabatan Satuan Kerja
Sekretaris Deputi Bidang | Kedeputian Bidang
7. | Erni Herawati Kelembagaan dan Tata Kelembagaan dan
Laksana Tata Laksana
. . Sekretaris Deputi Bidang | Kedeputian Bidang
8.
Akik Dwi Suharto Rudolfus Pelayanan Publik Pelayanan Publik
Sekretaris Deputi Bidang ;{zifé);tgl‘: Eldang
9. | Diah Faras Sumber Daya Manusia . Y
dan Aparatur Manusia dan
P Aparatur
Sekretaris Deputi Bidang | Kedeputian Bidang
10. | Aan Syaiful Ambia Transformasi Digital Transformasi Digital
Pemerintah Pemerintah
Ketua Tim dan Wakil Ketua
No Nama Jabatan Satuan Kerja
1. Elfansuri Pranata Hubungall Sekretariat
Masyarakat Ahli Madya Kementerian
Pendayagunaan
9 Helena Fatma Saragih Analis Kebijakan Ahli Aparatur .Ne-gara da-n
Sitio Madya Reformasi Birokrasi




Pejabat Penghubung

No Nama Jabatan Satuan Kerja
1 Rangga Wisena Prayudha | Pranata Hubungan
Yudistira Masyarakat Ahli Pertama
. . Pranata Hubungan
2.
Nadya Fitriyani Masyarakat Ahli Pertama
3 Muhammad Rizal Analis Hukum Ahli
Laksana.S.H Pertama .
Sekretariat
. K teri
4. Muhammad Elfan Budi Auditor Ahli Pertama ementerian
Nugrcho Pendayagunaan
: - : Aparatur Negara dan
hil
9. | Yacinta Stefila Paramawati Analis Kebjjakan Ahli Reformasi Birokrasi
Pertama
Penelaah Teknis
6. M 1
Juan Marce Kebijakan
7. Rino Wahyu Bayu Arsiparis Ahli Pertama
Pranata Komputer Ahli
8.
Nurbayu Pertama
Analis Sumber Daya Kedeputian Bidang
9. Dianita Evo Nila Sari Manusia Aparatur Ahli Reformasi Birokrasi,
Muda Akuntabilitas
. I A tur, d
10. Qonita Silmi Fasya Pengolah. Data dan paratur, dan
Informasi Pengawasan
11. M. Nugroho Firdaus Perencana Ahli Pertama Kedeputian Bidang
5 P~ Kelembagaan dan
12, i fanata Hubungan Tata Laksana
Eka Bella Kirana Masyarakat Ahli Pertama
13. | Yuvieda Meita Hendiana Pranata Hubungan Ked ian Bid
Masyarakat Ahli Madya edeputian Bidang
- o Hub Sumber Daya
14. i rana vbungan Manusia A tu
Clara Mutia Yoka Masyarakat Ahli Pertama ° paratir




No Nama Jabatan Satuan Kerja
15. | Rahmad Hadiyanto Perencana Ahli Pertama
16. | Benny Alexander Perencana Ahli Pertama
Bhakty Yanuar Satrio Analis .Sumber Daya .
17. , Manusia Aparatur Ahli
Wibowo
Pertama
Analis Kebijakan Ahli
1 8- . 4 . .
Widita Argyagani Mulyani Pertama
Analis Sumber Daya
19. | Renaldi Rizqi Fadhillah Manusia Aparatur Ahli
Pertama
Anali bij Ahli
20. Claudya Sanin Hutasoit nalis Kebjjakan '
Pertama
Analis Sumber Daya
21. | Laila Fitria Su'ada Putri Manusia Aparatur Ahli
Pertama
22. | Aldyra Dhien Swavira Analis Kebijakan Ahli
Pertama
23. | Zakky Ainun Najich Analis Kebijakan Ahli
Pertama
Analis Sumber Daya
24. | Lisma Niken Pratiwi Manusia Aparatur Ahli
Pertama
25. | Thary Dwi Putri Analis Kebijakan Ahli
Pertama
26. | Afifah Pribadi Arsiparis Ahli Pertama
Pranata Hubungan Kedeputian Bidang
27. .
Asy Syaffa Nada Masyarakat Ahli Pertama | Pelayanan Publik
08, X Pranata Hubungan

Tegar Tuanggana

Masyarakat Ahli Pertama




No Nama Jabatan Satuan Kerja
. Analis Hukum Ahli
29. | Agum Ath Thariq nats H '
Pertama
e ; Pranata Hubungan
30. N
adia Citra Utami Masyarakat Ahli Pertama | Kedeputian Bidang
Analis Sumber Daya Trasformasi Digital
31. | Nurlela Kodriah Manusia Aparatur Ahli Pemerintah
Pertama
SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA

DAN REFORMASI




KEEMPAT

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

. Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR
DAN REFORMASI




